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PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

NOMOR 5 TAHUN 2014 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM                    
NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN 

SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN 

DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI              
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, 

Menimbang :  bahwa dalam rangka menyesuaikan dan mengakomodasi 
perkembangan saat ini, perlu mengubah Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang 
Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat 
Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; 

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5246); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
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Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);  

3. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 26 
Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda 
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan 
Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 293); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;  

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 
2012 tentang tentang Tahapan, Program dan Jadual 
Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 
Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 1287); 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 
2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia 
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan 
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam 
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 299); 
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MEMUTUSKAN: 
Menetapkan :  PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN 
UMUM NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG PEMUNGUTAN 
DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN 
SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN/KOTA. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 
Tahun 2013 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat 
Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, diubah 
sebagai berikut:  

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 2 

Pemungutan dan Penghitungan Suara, didasarkan pada asas: 
a. langsung; 

b. umum; 

c. bebas; 
d. rahasia; 

e. jujur;  
f. adil;  

g. efektif; 
h. efisien; 

i. mandiri; 

j. kepastian hukum;  
k. tertib; 

l. kepentingan umum;  
m. keterbukaan;  

n. proporsionalitas;  

o. profesionalitas;  
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p. akuntabilitas; dan  
q. aksesibilitas. 

2. Ketentuan huruf a, huruf b, huruf d, huruf h, huruf i, dan huruf n 
Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 5 

Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan 
Penghitungan Suara di TPS, terdiri dari formulir: 

a. Model C sebagai Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan 
Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, 
DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014; 

b. 1 (satu) set Model C1 Berhologram sebagai Sertifikat Hasil dan 
Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 
2014;  

c. Model C1 DPR Plano Berhologram, Model C1 DPD Plano 
Berhologram, Model C1 DPRD Provinsi Plano Berhologram, Model 
C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano Berhologram masing-masing 
untuk mencatat hasil penghitungan perolehan suara setiap Partai 
Politik dan calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD 
Kabupaten/Kota di TPS; 

d. Lampiran Model C1 DPR untuk mencatat rincian penghitungan 
perolehan suara sah partai politik dan calon Anggota DPR; 

e. Lampiran Model C1 DPD untuk mencatat rincian perolehan suara 
sah dan tidak sah calon Anggota DPD; 

f. Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk mencatat rincian 
perolehan suara sah partai politik dan calon Anggota DPRD 
Provinsi; 

g. Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota untuk mencatat 
rincian perolehan suara sah partai politik dan calon Anggota 
DPRD Kabupaten/Kota;  

h. Model C2 merupakan catatan kejadian khusus dan keberatan 
saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan Suara 
di TPS, masing-masing untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014; 

i. Model C3 merupakan surat pernyataan pendamping Pemilih 
dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD 
Kabupaten/Kota Tahun 2014;  

j. Model C4 merupakan surat pengantar penyampaian berita acara 
Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dari KPPS 
kepada PPS; 
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k. Model C5 merupakan tanda terima penyampaian berita acara dan 
sertifikat hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS kepada 
Saksi dan PPL;  

l. Model C6 merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara 
kepada Pemilih dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD 
Tahun 2014; 

m. Model A5-KPU merupakan surat keterangan pindah memilih di 
TPS lain; 

n. Model A.T. Khusus KPU untuk mencatat nama-nama Pemilih 
yang memberikan suara menggunakan KTP atau paspor atau 
Identitas Lain pada hari dan tanggal Pemungutan Suara. 

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 7 

(1) Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 huruf a memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih 
terdaftar dalam DPT. 

(2) Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Pemilih menunjukkan formulir Model C-6. 

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 8 

(1) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 huruf b adalah Pemilih yang karena keadaan tertentu 
tidak dapat memberikan suara di TPS asal tempat Pemilih 
terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain atau 
TPSLN.  

(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari dan tanggal 

Pemungutan Suara; 

b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau Puskesmas; 
c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga 

pemasyarakatan; 
d. tugas belajar; 

e. pindah domisili; dan 

f. tertimpa bencana alam. 
(3) Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memberikan suara di TPS lain atau TPSLN, Pemilih wajib melapor 
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